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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menggunakan azas 

desentralisasi sebagai azas penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dengan 

memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan 

Otonomi Daerah di wilayahnya. Tujuan dari  diadakannya otonomi daerah agar 

pemerintah dapat mendekatkan pelayanan public kepada masyarakat, sehingga 

harapannya dapat lebih terkontrolnya pelayanan pada masyarakat dan 

mendapatkan pengawasan dari Masyarakat. Substansi dari pelaksanaan otonomi 

daerah adalah upaya pemberdayaan masyarakat, seperti menumbuhkembangkan 

inisiatif dan kreativitas, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat di 

berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara (Silva dkk., 2023)  

Akan tetapi, masih banyak persoalan di daerah pemekaran baru yang 

belum tertangani dengan baik hingga kini, salah satunya adalah konflik antara 

daerah induk dan daerah pemekaran. Penegasan Batas Daerah dilakukan dengan 

tujuan terciptanya ketertiban administrasi pemerintahan serta memberikan 

kepastian hukum pada batas wilayah suatu daerah. Persoalan sengketa batas 

wilayah antar kabupaten dapat dilihat dari berbagai aspek pemicu. Misalnya, 

dalam aspek yuridis, sengketa terjadi karena batas daerah yang belum jelas pada 

peta lampiran undang-undang pembentukan daerah tersebut, yang diperparah 

oleh lampiran peta yang tidak sesuai dengan kaidah kartografis (seperti tidak 
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adanya skala dan koordinat), bahkan hanya berupa sketsa, sehingga berdampak 

pada:  

1. Tumpang tindih cakupan wilayah. 

2. Duplikasi pelayanan pemerintahan atau ketiadaan pelayanan pemerintahan. 

3. Perebutan pengelolaan sumber daya alam. 

4. Tumpang tindih perizinan lokasi usaha. 

5. Daerah pemilihan ganda pada proses Pemilu dan Pemilukada.  

Pesatnya pemekaran daerah juga menyebabkan terjadinya sengketa tapal 

batas yang melibatkan daerah kabupaten/kota baru dengan daerah lama 

(Wardhana dkk., 2022). Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 (6), Daerah 

otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Sama halnya pada pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan 

yang melimpahkan wewenangnya pada wilayah – wilayah yang telah terbagi 

menjadi beberapa bagian untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pembagian 

wilayah tersebut tentunya berdasarkan ketetapan hukum yang tercantum dalam 

UU Nomor 9 Tahun 2023 Pasal 3. 

Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas 13 (tiga belas) kabupaten dan 4 

(empat) kota, yaitu:  

a. Kabupaten Ogan Komering Ulu 

b. Kabupaten Ogan Komering Ilir 
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c. Kabupaten Muara Enim 

d. Kabupaten Lahat 

e. Kabupaten Musi Rawas 

f. Kabupaten Musi Banyuasin 

g. Kabupaten Banyuasin 

h. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 

i. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 

j. Kabupaten Ogan Ilir 

k. Kabupaten Empat Lawang 

l. Kabupaten Penukal Abab Lematang llir 

m. Kabupaten Musi Rawas Utara 

n. Kota Palembang 

o. Kota Pagar Alam 

p. Kota Lubuk Linggau; dan 

q. Kota Prabumulih. 

Pembagian batas wilayah tersebut tentunya diharapkan agar layanan 

pemerintah dapat lebih dekat dengan masyarakat sekitar sehingga masyarakat 

setempat memiliki kemudahan terhadap urusan pemerintahan. Akan tetapi, tidak 

selamanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah dapat terhindar dari konflik 

dan menjamin penerimaan dari masyarakat. Konflik sosial dapat membawa 

pengaruh buruk bagi lingkungan sekitar karena konflik dapat menimbulkan 

kerusakan, ketidakstabilan, ketidakamanan dan ketidakharmonisan karena 

adanya berbagai latar belakang status ekonomi, sosial dan kebudayaan (Ulfa, 

2020). Secara umum, permasalahan batas wilayah dapat menimbulkan beberapa 
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dampak negatif seperti yang pertama yaitu suatu bagian wilayah dapat diabaikan 

oleh setiap daerah karena mereka saling melempar tanggung jawab dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan di 

wilayah tersebut. Kedua, salah satu daerah dapat dianggap melampaui batas 

kewenangan daerah lain, yang berpotensi menimbulkan konflik antar daerah. 

Ketidakjelasan batas daerah juga bisa menimbulkan dampak yang tidak hanya 

menyebabkan potensi konflik antar daerah, tetapi juga terkait potensi strategis 

dan ekonomis suatu bagian wilayah (Silva dkk., 2023). Salah satu konflik yang 

terjadi yaitu pada kasus penetapan batas wilayah baru antara Palembang dan 

Banyuasin.  

Gambar 1.1 : Peta Wilayah Palembang dan Banyuasin 

 

Sumber : Permendagri 134 Tahun 2022 

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2022 tentang batas 

daerah Kabupaten Banyuasin dengan Kota Palembang menerbitkan peta batas 

wilayah antara Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin. Mahkamah Agung 

telah memutuskan bahwa wilayah kecamatan Tegal Binangun tetap masuk ke 

wilayah Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan (Silitonga, 2024). Kepala 

Bagian Tata Pemerintahan Kota Palembang menyatakan bahwa Pemerintah 
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melakukan penetapan batas wilayah antara Kota Palembang dan Kabupaten 

Banyuasin agar adanya kejelasan / kepastian mengenai batas wilayah kedua 

daerah tersebut dan penetapan batas wilayah dilakukan dengan pengukuran 

sesuai Permendagri 141 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah, akan tetapi 

masyarakat menolak keputusan tersebut dan melakukan tuntutan karena 

masyarakat merasa semakin jauhnya jarak tempuh untuk pengurusan 

administrasi. Berdasarkan laman kompas.com, Ketua Forum Warga Taman 

Sasana Patra dan Patra Abadi mengatakan terdapat empat RT yang dimasukan 

dalam wilayah Banyuasin dari yang direkomendasi sebelumnya yaitu 10 RT. 

Empat RT yang masuk ke wilayah Banyuasin meliputi RT 24, 25, 34, dan 41 

yang berada di RW 08. Warga daerah tersebut juga memberi ancaman akan 

melakukan Golput saat pemilu nanti apabila administrasi mereka tidak 

dimasukkan ke Kota Palembang. 

Gambar 1.2.: Aksi Penolakan Masyarakat Tegal Binangun  

     

    Sumber : IDN Times 

Menurut laman berita dari IDN Times, Advokat Sofhuan Yusfiansyah 

sebagai penggugat Permendagri Nomor 134 Tahun 2022 mewakili masyarakat 

Tegal Binangun menjelaskan bahwa banyak masyarakat yang selama ini 
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melakukan pengurusan administrasi di Palembang merasa dirugikan oleh 

keputusan Permendagri untuk pindah ke Banyuasin.  

Penolakan yang dilakukan masyarakat terjadi dikarenakan adanya 

beberapa alasan, terutama tentang permasalahan jarak dan waktu tempuh yang 

berubah menjadi lebih jauh apabila pindah menjadi domisili Banyuasin. 

Biasanya masyarakat Tegal Binangun hanya membutuhkan waktu 20 hingga 60 

menit untuk ke pusat kota Palembang walaupun dalam keadaan macet. Apabila 

masyarakat tersebut harus pindah domisili ke Kabupaten Banyuasin, maka 

urusan administrasi berpindah ke pusat Kabupaten Banyuasin, yaitu di 

Pangkalan Balai yang berjarak hampir 55km dari daerah Tegal Binangun.  

Selain itu, waktu tempuh ke Pangkalan Balai pada hari dan jam kerja dapat 

mencapai 2 hingga 3 jam apabila terjadinya kemacetan di jalan Palembang – 

Banyuasin, hal ini disebabkan karena jalan lintas Palembang – Banyuasin 

merupakan perlintasan bagi kendaraan – kendaraan muatan besar dari berbagai 

daerah termasuk luar Provinsi Sumatera Selatan sehingga menjadi penyebab 

rawan kemacetan. 

 

Gambar 2.2.: perbandingan jarak tempuh ke pusat Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin 
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.   

Sumber : Google Maps 

Selain jarak tempuh yang menjadi lebih jauh, nilai aset tanah serta 

bangunan milik masyarakat yang sebelumnya termasuk dalam wilayah di Ibu 

Kota Palembang jadi mengalami penurunan setelah pindah ke wilayah 

administrasi Kabupaten Banyuasin. Masyarakat merasa tidak ada sosialisasi 

yang jelas tentang Permendagri ini sebelumnya yang mana masyarakat merasa 

seharusnya dilakukan Judicial Review (salah satu prinsip dasar hukum yang 

bertujuan melindungi hak individu dari ketidakadilan konstitusi). Kerugian 

dalam administrasi lain juga menjadi penyebab penolakan Permendagri tersebut 

yang mana selama bertahun - tahun ini masyarakat yang memiliki KTP, Akta 

dan KK domisili Palembang otomatis selalu membayar pajak ke Pemkot 

Palembang dan menggunakan hak suaranya untuk mengikuti Pemilu serta 

Pilkada di wilayah Palembang dengan harapan kepala daerah pilihan mereka 

dapat membawa kesejahteraan bagi mereka. 

Aksi perlawanan dari masyarakat Tegal Binangun merupakan akibat dari 

konflik tapal batas wilayah antara masyarakat dengan pemerintah Banyuasin 
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yang telah terjadi sejak tahun 2000an saat daerah ini sedang mengalami 

perkembangan pesat menjadi wilayah maju, mulai dari pembangunan sektor 

pendidikan, pusat perbelanjaan, fasilitas publik dan tempat wisata. Pada masa 

tersebut, pemerintah Kabupaten Banyuasin mengklaim daerah tersebut 

merupakan wilayah hukum Banyuasin, akan tetapi sejak pemilu tahun 1995 

wilayah Tegal Binangun tersebut tidak pernah ada campur tangan dari 

Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam hal fasilitas publik atau sistem 

administrasi hukum. Masyarakat sejak awal telah menjadi bagian dari 

administrasi Kota Palembang, yaitu di Kelurahan Plaju Darat, Kecamatan Plaju. 

Semua fasilitas publik, termasuk pendidikan dan lainnya berada di bawah 

pemerintahan Kota Palembang. Masyarakat yang tinggal di Tegal Binangun 

menolak klaim dari Kabupaten Banyuasin karena mereka merasa sudah lama 

menjadi warga Kota Palembang, dan wilayah mereka lebih dekat dengan Kota 

Palembang. Proses administrasi hukum masyarakat Tegal Binangun juga sudah 

berada di bawah pemerintahan Kota Palembang. Klaim dari Pemerintah 

Kabupaten Banyuasin ini telah berlangsung sejak awal reformasi, namun hanya 

berupa desas-desus dan tidak pernah ada kejelasan (Putra dkk., 2020).  

Dalam penyelesaian konflik batas wilayah terdapat beberapa Tim 

Penegasan Batas Daerah yang salah satunya yaitu Tim PBD Kabupaten/Kota 

sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 

tentang Penegasan Batas Daerah Pasal 1 (9) menjelaskan bahwa “Tim Penegasan 

Batas Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim PBD 

Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Wali Kota”. Kemudian 
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pada Pasal 18 (3) dijelaskan mengenai susunan keanggotaan Tim PBD 

Kabupaten/Kota tersebut, yaitu : 

Tabel 1.1 : Susunan Keanggotaan Tim PBD 

Jabatan Keterangan 

Ketua Bupati / Walikota 

Wakil Ketua Wakil Bupati / Wakil Walikota 

Sekretaris Sekretaris Daerah 

Anggota 

1. Asisten yang membidangi urusan 

pemerintahan 

2. Kepala Bagian yang membidangi 

pemerintahan 

3. Kepala Bagian yang membidangi Hukum 

4. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang 

membidangi urusan perencanaan 

pembangunan daerah 

5. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional 

6. Pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah dan 

lembaga terkait lainnya. 

Sumber : Permendagri 141 Tahun 2017 

Bagian Tata Pemerintah Kota Palembang merupakan salah satu instansi 

yang termasuk dalam Tim PBD tersebut sebagaimana yang disebutkan yang 

membidangi. Sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwali) nomor 20 Tahun 2022 

tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja 

Sekretariat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli, pada Pasal 7 dijelaskan 

bahwa bagian Tata Pemerintah di Sekretariat Daerah Kota Palembang 

merupakan instansi pemerintah yang bertugas memenuhi kebutuhan 

administrasi masyarakat termasuk administrasi kewilayahan yang bertanggung 

jawab atas penyiapan bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi dan 

pengkoordinasian kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, 
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administrasi kewilayahan dan otonomi daerah. Pada kasus ini, bagian tata 

pemerintah merupakan salah satu pihak yang memiliki wewenang untuk 

mengatasi konflik masyarakat yang menolak masuk ke bagian Banyuasin karena 

salah satu alasan penolakan masyarakat tersebut juga berhubungan dengan 

bidang administrasi kewilayahan dan otonomi daerah.  

Pada hasil penelitian terdahulu milik Fransisco da Silva, Tjahya Supriatna 

dan Layla Kurniawati pada tahun 2023 yang berjudul Strategi Penyelesaian 

Konflik Batas Wilayah Administratif di Kecamatan Atambua Selatan dan 

Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur,  

dijelaskan bahwa permasalahan ini ada sejak tahun 2016 dan hingga saat itu 

belum terselesaikan dikarenakan faktor sejarah, budaya dan pendidikan 

masyarakat. Dalam penyelesaian konflik tersebut, strategi yang digunakan 

pemerintah dalam konflik tersebut adalah dengan melakukan arbitrasi, negosiasi 

dan mediasi akan tetapi strategi tersebut belum mencapai hasil yang diharapkan. 

Maka dari itu, penelitian ini dilakukan agar peneliti dapat menganalisis 

strategi penyelesaian konflik batas wilayah Kota Palembang dan Kabupaten 

Bnayuasin pada wilayah Tegal Binangun karena adanya penolakan masyarakat 

terhadap keputusan pemerintah hingga menggunakan hak suaranya untuk 

melakukan tuntutan, hal tersebut membuktikan bahwa adanya rasa 

ketidakpuasan dari masyarakat kepada pemerintahnya, dan karena  fenomena 

tersebut masih dalam jangka waktu permasalahan yang baru maka peneliti 

tertarik untuk meneliti hal tersebut agar dapat mengetahui cara yang digunakan 

pemerintah dalam mengatasi penolakan masyarakat tersebut yang mana hal ini 

juga selaras dengan pembelajaran jurusan Ilmu Administrasi Publik. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat rumusan masalah yaitu : 

1. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh Bagian Tata Pemerintahan 

Kota Palembang dalam menyelesaikan konflik batas wilayah Kota 

Palembang dan Kabupaten Banyuasin di wilayah Tegal Binangun ? 

2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penyelesaian konflik 

tersebut  ? 

  

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka terdapat dua tujuan dari 

penelitian ini yaitu : 

1. Untuk menganalisis strategi penyelesaian masalah batas wilayah Kota 

Palembang dan Kabupaten Banyuasin pada wilayah Tegal Binangun 

oleh bagian Tata Pemerintah kota Palembang. 

2. Untuk menganalisis faktor yang menjadi penghambat dalam 

menyelesaikan konflik tersebut. 

 

2.1. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat penelitian sebagai 

berikut : 

a. Manfaat Teoritis 
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Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi dan ilmu pengetahuan 

bagi pelaksana pelayanan publik dan bagi peneliti selajutnya. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi Akademik, sebagai sarana ilmu pengetahuan dalam kegiatan 

perkuliahan dan sebagai gambaran untuk menulis karya ilmiah. 

2. Bagi Instansi, sebagai acuan atau gambaran mengenai strategi dan faktor 

yang ada dalam penyelesaian konflik batas wilayah antar daerah. 

3. Bagi Masyarakat, sebagai solusi penyelesaian dari permasalahan batas 

wilayah.  
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